PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengendalibadap dampak
kegiatan usaha yang di wilayah Kota Pasuruan pialur mengenai
izin gangguan;

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Repirdinesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retiribaerah
maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 T&000
tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telabad dengan
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun Z2E0R
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimphsiadhuruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daendantg Retribusi
Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) tidtah 1926
Nomor 226 sebagaimana telah diubah yang terakhgateStaatblad
1940 Nomor 14 dan 450;

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahumli@htang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Jdiwa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nod®
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&iby, 5

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1i@#iang
Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Ingdian&€ahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubtikniesia
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahuwv2@ntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik gsianrahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Replrigditnesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang keduadeaigan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 8200
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nobf)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@v4 )4



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahunl2@htang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembdegara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahamhazan
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahurv2@nhtang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoiiesian 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indardésmor
4725);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahur82@@tang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran NegarauBkk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahurf2e@tang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NeBaaublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaregafd
Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahur2e@tang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (laearb Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahambtaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Buital982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daeragkai Il
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia TaB88 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN8@v1);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2fuital983
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahuh tE®8ang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Insien€ahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Repubtikniesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Pamatu
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2Q¥mparan
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, bidran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5Buita2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran &é&ggublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaregafd
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Buita2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeiamg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik gsianrahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repuidigniesia
Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Buita2008
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberianué@han
Penanaman Modal di Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Buia2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan hBentungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NeBaaublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaregafd
Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 198idtang
Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu dagrha
Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Qraotie);
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1962tang
Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaarasdaw
Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikamdginan (IMB)
dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Rdrasn-
perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1@9®aing Tata
Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dzain Undang-
Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaag
berlokasi di luar Kawasan Industri;

19. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun518htang
Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Prosekiskrinya
Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan sértik
Menggunakan Sumber Daya Alam Berlebihan;

20. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan PertanaNasional
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 TahQ@&tentang
Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajéndbiapi
Dengan AMDAL,

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 268&ang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimahadiabah
yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Né&gmmor 21
Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2688ang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerabh;

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomoiTaBun 2010
tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan #&pay
Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataasargupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup NomoiTa4un 2010
tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha damu Ategiatan
Yang telah Memiliki Izin Usaha dan Atau Kegiatantape Belum
Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 28@2&ng
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012 (LeanHdaaerah
Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 28@&ng
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemtatn Kota
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun R@d&or 02,
Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 28@ang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaaanab Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana teldatdidengan
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun @@kfibaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 28@@&ng
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (LembaraardbaKota
Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09).
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Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
Dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS [ZIN
GANGGUAN.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

4. Pejabat adalah Kepala Badan Penanaman Modal dayaReh
Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yargpakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yaalg mielakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseraanariditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMIgu badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalamukeapa
pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, petseky
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgarssasl politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badanyl termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau konalgj Vidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan
ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kegamtiumum
secara terus menerus.

7. lzin Gangguan adalah yang selanjutnya disebutidaiah pemberian
izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadilzadan di lokasi
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian géengguan,
tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telagntdikan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

8. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan atasnpéwamn suatu
kawasan atau daerah yang dipergunakan sebagaii lb&kgmtan
usaha.

9. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan adiladti kegiatan
usaha yang ditentukan atau didasarkan atas irdenatu lamanya
gangguan dan sumber gangguan terhadap komponekurigan
hidup.

10. Tingkat Gangguan Sangat Ringan adalah derajat ganggang tidak
melebihi 10 % (sepuluh per seratus) dari intensimpak kegiatan
usaha terhadap komponen lingkungan.
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11. Tingkat Gangguan Ringan adalah derajat gangguaaraaritO %
(sepuluh per seratus) sampai dengan 20 % (dua gdulseratus)
dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap &oemp
lingkungan.

12. Tingkat Gangguan Sedang adalah derajat gangguaradt % ( dua
puluh per seratus) sampai dengan 30 % (tiga pudnls@ratus) dari
intensitas dampak kegiatan usaha terhadap kompmgéangan.

13. Tingkat Gangguan Berat adalah derajat gangguamaa8€ % (tiga
puluh per seratus) sampai dengan 40 % (empat peluseratus) dari
intensitas dampak kegiatan usaha terhadap kompmggangan.

14. Tingkat Gangguan Sangat Berat adalah derajat ganggang
melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari intamsdampak
kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaii da
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, peaenbesarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagiletiibusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebtribiesi adalah
pembayaran atas pemberian izin gangguan kepadg préradi atau
badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahagaudian dan
tingkat gangguan terhadap komponen lingkungank tigamasuk
tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh d?mtah Pusat
atau Pemerintah Daerah.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badangyamenurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkegnkumelakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotetribusi
tertentu.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terteatgymerupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaati@sa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yangabeisitan.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutngamgkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribasigytelah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau tel&tkdkan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaaag gitunjuk
oleh Kepala Daerah.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutisiagkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukaaringa jumlah
pokok retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yael@njutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribuging
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusenajumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi gyaerutang atau
seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutngangkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atan/ sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimgan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangsditekan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu stapdareriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakamalkdadan
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangkelaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakenald dan
retribusi daerah.
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24,

25.

(1)
(@)

@)

(4)

(1)

(2)

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daei@ retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehyi@i&nuntuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktnembuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerahrel@ibusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan

BAB 11
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikamimoagkaratau
memperluas usahanya diwajibkan memiliki izin garaggu
Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izangguan
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturank@dfalisesuai
peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memiliki Izin Gangguan dikecualikan tedthp :

a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Indukiaywasan
Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;

b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau limgkugang
telah memiliki izin gangguan; dan

c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya danaal
bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahiagia
keluar dari bangunan atau persil.

Perubahan Izin Gangguan dikenakan pada perubalggaide usaha

atau nama penanggung jawab perusahaan atau atdasit kegiatan

usaha.

Pasal 3

Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonawbalean izin
dalam hal melakukan perubahan yang berdampak patlagkatan
gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:

a. perubahan sarana usaha,;

b. penambahan kapasitas usaha;

c.  perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau

d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang dtaselokasi
usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usahaktidvajib
mengajukan permohonan perubahan izin.

Bagian Kedua
Per syaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 4

Untuk dapat memiliki 1zin Gangguan sebagaimana Ksud dalam Pasal
2 ayat 1 pemohon harus mengajukan permohonan sextubs kepada
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
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Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelesaian |zin

Pasal 5

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 (lima) hariakegjak diterimanya
permohonan yang benar dan sah dan diagendakan

Bagian Keempat
Kriteria Gangguan

Pasal 6

(1) Kiriteria gangguan diukur berdasarkan:

a. lingkungan;
b. sosial kemasyarakatan;
c. ekonomi.

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana didagada ayat (1)
huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanahtamah, sungai,
laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getdaa/ atau
kebisingan.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sSebwga dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancamamdé&rosotan moral
dan/atau ketertiban umum.

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimgbadd ayat (1)
huruf ¢ meliputi ancaman terhadap:

a. penurunan produksi usaha masyaraké#ts,
b. penurunan nilai ekonomi benda tetap/atau benda bergerak
yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB I11
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 7

(1) Walikota berwenang menerbitkan 1zin Gangguan .
(2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebageinthmaksud
ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1) Pemegang lIzin Gangguan wajib melaporkan kepadab&tejmng
ditunjuk, apabila :

a. terjadi kehilangan atau kerusakan pada Surat &ngydimiliki
oleh Pemegang Izin.

b. pemegang Izin Gangguan akan memindahtangankan atau
mengalih fungsikan kegiatan usaha atau tempat tesgia
usahanya.

(2) Tata cara pelaporan, pemindahtangan dan pengal$iam izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dlahgan Peraturan

Walikota.
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BAB IV
MASA BERLAKU IZIN GANGGUAN

Pasal 9

(1) Masa berlakunya Izin Gangguan adalah selama ugahiamasih
berjalan kecuali ada perubahan.
(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, hara&ukiin
pemeriksaan ke lapangan oleh instansi yang terkait.
(3) lzin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa mel@ipero
persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
c. melanggar ketentuan dalam surat izin ;
d. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan aata yang
menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau.pal

Pasal 10

(1) Apabila Pemegang Izin mengubah jenis usahanya wagibgajukan
kembali permohonan Izin Gangguan.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada aypalibp lambat
diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejakggal
perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalaah Payat

(1)..
Pasal 11

Apabila pemegang lIzin gangguan menghentikan ataoutup kegiatan
usahanya, wajib memberitahukan kepada Walikota #&ejabat yang
ditunjuk

BABV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi 1zin Gangguan dipungut netribsebagai
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha /&aegiepada orang
pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancarmahayh, kerugian
dan/atau gangguan.

Pasal 13

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat ugai#tan kepada
orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkaaraac bahaya,
kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasgredgendalian
kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mendegakdinya
gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatam umemelihara
ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma kesekmadan
kesehatan kerja.
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(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksui ayat (1)

adalah:

a. tempat usaha yang telah ditentukan oleh Pemerhiainsi;

b. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan indu&@iyasan
berikat dan kawasan ekonomi khusus;

c. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lirggkuryang
telah memiliki izin gangguan; dan

d. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya dandal
bangunan atau persil yang dampak kegiatan usaliaaykakeluar
dari bangunan atau persil.

Pasal 14

Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang prilzdu badan yang
memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Kota.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 15
Retribusi I1zin Gangguan digolongkan sebagai ResiiBerizinan Tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkadgara luas
ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks ganggua

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud yaid@d hadalah
luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luaapskntai

(3) Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dudgkada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut :
a. 1. Indeks lokasi industri :

a) kawasan industri indeks... 1

b) kawasan perdagangan indeks... 2
c) kawasan pariwisata indeks... 3
d) kawasan pertanian indeks... 4

e) kawasan perumahan dan permukiman indeks... 5
2.  Indeks lokasi bukan industri / usaha jasa :
a) kawasan perumahan dan permukiman indeks... 1

b) kawasan perdagangan indeks... 2
c) kawasan pariwisata indeks... 3
d) kawasan pertanian indeks... 4
e) kawasan industri indeks... 5

b. 1. Indeks gangguan bagi kegiatan usaha yang gneagan
kekuatan mesin ditetapkan :

a) <25PK indeks... 1
b) 25 PK sampai dengan 50 PK indeks... 2
c) >50 PK sampai dengan 100 PK indeks... 3
d) >100 PK sampai dengan 150 PK indeks... 4
e) >150PK indeks... 5
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(1)

(2)

(1)
(@)

(1)
(2)

2. Indeks Gangguan bagi kegiatan Usaha yang meagguon
kekuatan mesin ditetapkan :

a) sangat ringan indeks... 1

b) ringan indeks... 2

c) sedang indeks... 3

d) berat indeks... 4

e) sangat berat indeks... 5
BAB VIlII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dsarrya tarif
retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupgabatau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimanakdud pada
ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengamasdan
pengendalian di lapangan, penegakan hukum, persalaaan dan
biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 18

Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat gaimgguan,
diwajibkan membayar retribusi.
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibhayas sebelum
surat izin gangguan diserahkan.

Pasal 19

Struktur tarip retribusi digolongkan berdasarkatainluas ruang
usaha.

Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pagat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

a. luas <250 m2 Rp. 50.000,-
b. luas 251 m2s/d 500 m2 Rp. 75.000,-
c. luas 501 m2s/d 750 m2 Rp. 100.000,-
d. luas 751 m2 s/d 1000 m2 Rp. 150.000,-
e. luas 1001 m2s/d 2000 m2 Rp. 200.000,-
f. luas 2001 m2s/d 4000 m2 Rp. 300.000,-
g. luas 4001 m2s/d 5000 m2 Rp. 400.000,-
h. luas 5001 m2s/d 7500 m2 Rp. 500.000,-
i. luas 7501 m2 s/d 10000 m2 Rp. 600.000,-
J- luas 10.000 m2 < Rp. 800.000,-
BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retibusi yang terutang dihitung dengan perkaliantaran tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasalai§3) dengan
tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasalyh® (2).
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BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa Retribusi adalah jangka waktu selamanya peaasa melakukan
usahanya.

Pasal 23

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diteahitSKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan

BAB XIlII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak merydna tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksiingtratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap batarRetribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar daagith dengan
menggunakan STRD.

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dwudbkada ayat (2)
didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 25

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksuahd&lasal 24 ayat (1)
disetor ke Kas Umum Daerah secara Bruto.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 26

(1) Wajib retribusi tertentu hanya dapat mengajukanekatian kepada
walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atakumen lain
yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasanbsia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdanga 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wagtribusi tertentu
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak tajyeenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimalesiadgyat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar keheatik kekuasaan
wajib retribusi.

Peraturan Daerah tentang Retribusi 1jin Gangguan 11



(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membeairébusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enambaibusejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi tkepn atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan kepuketzeratan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adabdbk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribushviea keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh walikota

(3) Keputusan walikota atas keberatan dapat berupa rimene
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambahrnya
retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yatelah
lewat dan walikota tidak memberi suatu keputusamekatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 28

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian attwrubnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengltambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan palink lama 12
(dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat l{ityirdj sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib iReti dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (ahéulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganba
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haemberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pgda (2) dan ayat
(3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikaats keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dagngg
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jamgkaktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Raisb lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaleal ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih ullahutang
Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusbagsmana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wpkting lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Reiriilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalamdau sebesar
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan penalbakatebihan
pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayarantribBs
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengaatuRmn
Walikota.
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BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjeedaluwarsa

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitungaksesaat

terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribuselakukan tindak

pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimamaldiud pada ayat

(1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Resiib baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaandimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitungkseéanggal

diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsunggaghana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan nbelu

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak larggssebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui gemgajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayarareaaohpnan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagiréna hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dikexpus
Walikota menetapkan keputusan penghapusan piu&ngusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang skddhluwarsa
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanaan d
pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok wstritban/ atau
sanksinya.

Pemberian pengurangan atau keringanan sebagainmaalesdd pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuaajibW
Retribusi.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud padéd pyéterikan
dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan darbgbasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengaatuRn
Walikota.
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Pasal 33

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untulenguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam Engk
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakaah dan
retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ataatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempatratagan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan gumseadaian
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengaatBran Walikota.

BAB XVIII
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 34

Alokasi pemanfaatan dari penerimaan retribusi dadean untuk
mendanai kegiatan penerbitan dokumen perizinan,ggvessan di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan yangit@erkangsung
dengan pelayanan izin gangguan.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemnumngtribusi
sebesar 5 % (lima peseratus ) atas dasar pencaduaesja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada aygt (
dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. kinerja SKPD;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
c. pelayanan kepada masyarakat

d. pendapatan daerah.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayatitétapkan
melalui APBD.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayalilfayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak t@aiainsentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulanikagnya yang
telah mencapai target kinerja triwulan yang dit&atu

(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggpsarerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudalaydilkan untuk
triwulan sebelumnya.

(7) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimakadd pyat (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
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BAB XX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan Izin Gangguan, masyarakataisdtkasi
kegiatan pembangunan dapat berperan untuk memdatamenjaga
ketertiban, baik dalam kegiatan pelayanan, pemtarfapelestarian,
maupun kegiatan Izin Gangguan.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (luldilalsecara
objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengaiak t
menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pendiik/atau
pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan
Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatarggreatan,
penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.
Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimpkdadayat
(1), masyarakat dapat melakukannya baik secara rgregan,
kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melkaui ahli
bidang bangunan gedung.
Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkamasertulis
kepada Pemerintah Kota terhadap:
a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsin/dtau
b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatastapele
dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkagggan
dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan
lingkungannya.
Peran masyarakat sekitar lokasi kegiatan pembanguidak
didasarkan pada adanya perbedaan kelas, atau pbatggaagama
dari si pemohon ijin, atau karena ketidaksukaalngglit
Peran masyarakat sepanjang jalan menuju ke atdaukdgiatan
pembangunan yang diajukan, atau dari lokasi-lolkasig terkena
hembusan angin dari kegiatan pembangunan yangkdrmjtidak
didaari oleh adanya kesempatan pemerasan, untuldapatkan
uang, atau pekerjaan, atau hal lain dari pemohomgri perusahaan
untuk mendapatkan persyaratkan persetujuan mereka.

Pasal 37

Pemerintah Kota wajib menindaklanjuti laporan petmaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dengan matakekelitian dan
evaluasi, baik secara administratif maupun secafknis melalui

pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sdsugan peraturan
perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya&epasyarakat.

(1)
(2)

BAB XXI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PENEGAKAN

Pasal 38

Pembinaan dilakukan oleh walikota berupa pengendang
pemantauan dan evaluasi pemberian Izin Gangguan.

terhadap penerbitan Izin Gangguan, pengawasan elagepdalian
penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh SKPDg yan
membidangi perizinan dan/atau pengawasan.
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(3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uthelip
pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan tekniguban, dan
keandalan bangunan.

(4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pad#&layaeliputi
peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas peragachasyarakat,
dan pengenaan sanksi.

(5) Dalam hal penegakan Peraturan Daerah ini walik@aumjuk SKPD
yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.

BAB XXII
SOSIALISAS

Pasal 39

(1) Pemerintah Kota melaksanakan sosialisasi kepatyarakat dalam
pemberian Izin Gangguan antara lain terkait dengan:
a. keterangan rencana Pemerintah Kota;
b. persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon;
c. tata cara proses penerbitan Izin Gangguan sejakgbenan

diterima sampai dengan penerbitan I1zin Gangguan; da

d. teknis perhitungan dalam penetapan retribusi langguan

(2) Keterangan rencana Pemerintah Kota sebagaimtiamzksud pada
ayat (1) huruf a antara lain berisi persyaratanitek

BAB XXII1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal pemilik usaha tidak memiliki izin gangguanaka kegiatan
usahanya dapat dilakukan penutupan kegiatan usahsetglah 3 (tiga)
kali berturut turut selang 1(satu) minggu dilakukaguran secara lisan
oleh pejabat yang berwenang dan atau oleh petugag gitunjuk oleh
Walikota untuk segera mengurus izin gangguan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkundg2@merintah
Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik umhétakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, se@agna dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adpkjhbat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan PentahnKota yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dekgtentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada agyatiélah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kegza
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dingida
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebujaatielebih
lengkap dan jelas;
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b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nmenge
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbyatag
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang giriatau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidantdp &t

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkedeagan
tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahath buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta nkalaku
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddempbkang
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dakwyang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaknaid
Retribusi;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridsa
sebagai tersangka atau saksi;

J- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pekgithya
kepada Penyidik pejabat Polisi Negara Republik medta, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangiiHuAcara
Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanngehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kururglargpama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) katdilah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, makayang telah
diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku.
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BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Paratraerah Kota
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi [Gengguan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaetahPideuruan Nomor
13 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan T200& Nomor 13)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan uselagngan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah
Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 April 2011
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal :20 Desember 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,
Drs.H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011 NOMOR 42

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI I1ZIN GANGGUAN

A. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiaganyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan faglitakk. Oleh karena itu diperlukan
adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap sumbeeisttehdapatan Asli Daerah baik
berupa penyesuaian tarif maupun ketentuan reguda mengatur tata cara pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik led@aNomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang abehdJndang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak DadmahRetribusi Daerah dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 npetaberlakuan Peraturan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang RetriairsiGangguan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nob3or Tahun 2008 yang
pembentukannya berpedoman pada Undang-Undang Repuddnesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaeraHJdalang-Undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2000 perlu dicabut.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Peraturan Daerah tentang Retribusi 1jin Gangguan 19



Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan usaha industri adalah usal&usyang
kegiatannya memproduksi suatu barang dari bahao bsnjadi bahan
setengah jadi dan menjadi barang jadi.
Yang dimaksud dengan usaha bukan industri/usahaa@aah usaha yang
kegiatannya tidak memproduksi suatu barang, teta@iupakan usaha
perdagangan dan atau usaha jasa pelayanan umummgangunyai sifat
komersial.
Huruf b
Bahwa industri / perusahaan yang menggunakan nyasig didirikan di
kawasan perumahan / pemukiman dibatasi dengan nulsgtaesar sampai
dengan 25 PK.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
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Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
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Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 32
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